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ADMINISTRASI. Badan Pariwisata. Ekonomi Kreatif.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan
Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan
dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan
program dan anggaran Tahun 2019, serta dalam rangka
mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 202);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF.

(1)

(2)

BAB
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh

Kepala.

Pasal 2

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas

membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan,

mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang

kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

www.peraturan.go.id



2019, No.205

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pengembangan industri dan kelembagaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan
pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer,
arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual,
desain produk, fashion, film, animasi, dan video,
fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan,
seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
perancangan dan pelaksanaan program ekonomi
kreatif di bidang aplikasi dan game developer,
arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual,
desain produk, fashion, film, animasi, dan video,
fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan,
seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan industri dan kelembagaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan
pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi
kreatif di bidang aplikasi dan game developer,
arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual,
desain produk, fashion, film, animasi, dan video,
fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan,
seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan
perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi
wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi
pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta

peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

www.peraturan.go.id



2019, No.205

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pengembangan industri dan kelembagaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan
pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di
bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain
interior, desain komunikasi visual, desain produk,
fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya,
kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni
pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan
kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif
di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur,
desain interior, desain komunikasi visual, desain
produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi,
kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni
pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan
Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain
yang terkait;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif; dan

pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden

yang terkait dengan ekonomi kreatif.
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BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.
b.

e 0

5o o

[y
.

Kepala;

Wakil Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi  Bidang  Pengembangan  Industri

Kelembagaan;
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dan

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
Deputi Akses Permodalan;

Deputi Infrastruktur;

Deputi Pemasaran;

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Regulasi; dan

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

dan

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Kepala dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.
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